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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) 

Berdasarkan ketentuan Pasal  89 ayat  (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa 

Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada 

pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk 

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten Barru 

Tahun 2021 – 2026  untuk  periode  satu tahun yakni Tahun 2022.  KUA  

merupakan  kebijakan  di bidang keuangan sebagai pernyataan yang 

dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD 

untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, 

kebijakan  di  bidang  keuangan  merupakan  tindakan  resmi  yang  

diambil  oleh  suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan 

dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan 

memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan 

untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  

Indonesia  Nomor  86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan  Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya 

disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2022 pada dasarnya 

memuat  kebijakan  umum  daerah  tahun  2022  yang  menjadi  

pedoman  dan  ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD 

tahun anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat 
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menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan 

anggaran.  

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

pasal 89 ayat 3 memuat (1) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk 

perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (2) Asumsi dasar 

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa asumsi indikator makro 

yang ingin dicapai pada tahun 2022; (3) Kebijakan pendapatan daerah 

yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran 

pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022; (4) Kebijakan belanja 

daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya 

peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari 

sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah; (5) 

Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus 

anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah 

dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi 

pencapaiannya; dan (6) strategi yang dirumuskan untuk mencapai target 

yang diinginkan. 

Pemerintah Kabupaten Barru menyusun kebijakan umum APBD 

sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru sebagaimana Peraturan 

Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru 

Tahun 2021 - 2026 untuk periode tahun pertama. Rancangan KUA 

disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam 

pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan 

ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barru 

dengan DPRD Kabupaten Barru. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan 

menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis 

menjembatani RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 dengan penyusunan 

Rancangan APBD Kabupaten Barru Tahun 2022. 

 

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA 

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah antara lain : 
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a. Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok 

kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah 

daerah; 

b. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD 

berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi 

penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan 

belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi 

pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya; 

c. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan 

pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan 

serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu; 

d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barru Tahun 2022. 

 

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA  

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi 

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Barru 

Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan kedua atas 

undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6123); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor  112); 

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran 

Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 462); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang  

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
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Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor  9 

Tahun 2009); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 248), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 283); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, 
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 

16); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Nomor 1 Tahun 2021); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 

(Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021); 

36. Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.  
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BAB II 

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

 

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH  

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan 

daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana 

pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya - sumberdaya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan  antara pemerintah  

daerah  dengan  sektor  swasta untuk  menciptakan  suatu lapangan 

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah 

kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Barru disusun dengan 

berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi dan 

Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global. 

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tidak akan 

seperti krisis pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban 

jiwa akibat infeksi COVID-19 di Indonesia  terus  meningkat. Efek dari 

pandei Covid 19 secara nyata juga menganggu aktivitas ekonomi nasional. 

Keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang kemudian dilanjutkan dengan Pemberlakukan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak luas dalam proses produksi, 

distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya 

menganggu kinerja perekonomian. 

Untuk Arah Kebijakan Ekonomi perlu menyesuaikan di tengah resesi 

ekonomi seiring dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang belum jelas 

kapan mulai menurun. Akibat adanya pandemi COVID-19, Pemerintah 

merespon dengan mengeluarkan peraturan  dan  arah  kebijakan  baru  

sebagaimana termaktub  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  

17  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyebutkan bahwa Tema RKP Tahun 

2022 : “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”,   dengan   fokus 

pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) focus pembangunan 

yang meliputi : 

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan 

nilai tambah sektor industry; 
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2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk pempercepat 

pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata; 

3. Fokus pembangunan ketahanan pangan  dilakukan  untuk 

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; 

4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan 

peran UMKM terhadap ekonomi nasional; 

5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk 

meningkatkan pemerataan infrastruktur; 

6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan 

pemerataan dan kualitas layanan digital; 

7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk 

meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi 

gas rumah kaca (GRK); 

8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk 

mempercepat reformasi perlindungan sosial; 

9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi; 

10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka 

penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, 

serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional. 
 

Adapun sasaran dan target yang harus dicapai antara lain: 

1. Pertumbuhan  ekonomi  nasional  berkisar  5,4 – 6,0  persen; 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %; 

3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378; 

4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48; 

5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %; 

6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104; 

7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105; 

8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 % 

 

Kondisi perekonomian Nasional tersebut tentunya mempengaruhi 

perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mempunyai kontribusi 

cukup besar terhadap perekonomian nasional yang menunjukkan bahwa 

kegiatan ekonomi Sulawesi Selatan merupakan penyangga perekonomian 

nasional.  Ditengah pandemi COVID-19 Pemerintah Sulawesi Selatan 
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fokus dalam meningkatkan pemulihan ekonomi dengan tema 

pembangunan: “Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam 

untuk Kebangkitan Ekonomi”. Sejalan dengan arah kebijakan Nasional, 

arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas 

Pembangunan pada tahun 2022 antara lain : 

1. Pemantapan reformasi birokrasi; 

2. Pembangunan dan peningkatan  kualitas infrastruktur wilayah untuk 

akselerasi pertumbuhan; 

3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan  social; 

4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter 

dan berbudaya; 

5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan 

kelestarian lingkungan hidup. 

 

Kelima Prioritas tersebut merupakan landasan pembangunan 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Prioritas Nasional.  

Untuk penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Barru selain 

karena mempertimbangkan wabah pandemic covid 19, juga 

mempertimbangkan capaian indikator makro selama lima tahun terakhir, 

seperti yang disajikan tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Perkembangan Capaian Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020 

No Uraian Satu an 
Realisasi 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Pertumbuhan Ekonomi % 6,09 6,48 6,81 7,41  0,87 

2 PDRB per kapita  Juta Rp 31,7 34,48 37,15 42 40,3 

3 Tingkat kemiskinan  % 9,45 9,71 9,04 8,57  8,26 

4 Indeks Gini  Poin 0,361 0,389 0,38 0,36  0,36 

5 Laju inflasi  % 2,11 3,43 1,96 2,45  1,61 

6 
Tingkat pengangguran 
terbuka  

% 6,67 5,6 5,38 5,79  6,39 

7 
Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM)  

Poin 69,07 69,56 69,63 70,6 71 

 Sumber : RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 

 

Pada Tahun 2020 karena adanya pandemic covid 19 mempengaruhi 

semua sektor, yang kemudian berimbas dengan terjadinya kontraksi 

perekonomian. Capaian Kabupaten Barru sebesar 0,87, capaian ini 
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cenderung masih positif meskipun tumbuh melambat, jika dibandingkan 

capaian 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi bertumbuh 

negatif diangka -2,07 untuk nasional, sementara Provinsi berada pada 

angka -0,70. Pertumbuhan ekonomi yang melambat ini juga 

mempengaruhi perkembangan PDRB Perkapita yang mengalami 

penurunan dari tahun 2019 sebesar 42 juta, kemudian menurun pada 

tahun 2020 sebesar 40,3 Juta. 

Untuk tingkat kemiskinan Kabupaten Barru menurun, keberhasilan 

pembangunan di Kabupaten Barru berkontribusi menyebabkan trend 

pertumbuhan penduduk miskin semakin menurun.  Selain itu fokus 

penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program 

penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung 

maupun program-program prioritas pembangunan lainnya berhasil 

menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru. Namun jika dilihat 

dari capaian indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan 

meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan pandemic Covid 19. 

Untuk Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 berada di angka 

1,07 meningkat pada tahun 2020 di angka 1,33. Sementara untuk  indeks 

keparahan juga meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,21 meningkat pada 

tahun 2020 sebesar 0,36. 

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barru 

terlihat berfluktuasi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 

2016 yaitu sebesar 7,68% dan mencapai pengangguran terendah pada 

tahun 2018 yaitu hanya 5,38%, untuk kemudian meningkat lagi di tahun 

2020 sebesar 6,39%. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya 

peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan 

lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan 

masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. 

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja 

yang tidak terserap pada pasar kerja. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kebijakan makro tersebut 

dan sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2022, tema pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2022 

yakni : “Peningkatan Kualitas Sumber daya untuk Pertumbuhan Barru 

yang Mandiri dan Inklusif”, dengan prioritas pembangunan yakni : 
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1. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar; 

2. Penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal; 

3. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan 

wilayah; 

4. Peningkatan daya saing daerah menuju kemandirian ekonomi 

daerah; 

5. Peningkatan pemerataan pendapatan dan penaggulangan 

kemiskinan; 

6. Mewujudkan good and clean governance yang berbasis teknologi 

informasi. 

 

Dengan target indikator kinerja makro yang harus dicapai pada tahun 

2022 sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan  ekonomi  sebesar 4,47%; 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,88%; 

3. Rasio Gini sebesar 0,36%; 

4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,79; 

5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,45%; 

6. PDRB Perkapita sebesar 43,90 Juta. 

 

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH  

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal  ini dikarenakan dalam  

rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan 

kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan 

keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar 

pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam 

melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor 

pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik 

pula. 

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan pengelolaan 

keuangan daerah,maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, 

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan 
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pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus 

dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai 

sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan 

pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh 

karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses 

penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja 

daerah yang sejalan dengan prinsip value for money yang mencakup aspek 

ekonomi, efisiensi dan efektifitas. 

Kebijakan keuangan Kabupaten Barru Tahun 2022 disusun dalam 

rangka mewujudkan arah   kebijakan   pembangunan   yang   tertuang   

dalam   RPJMD   Kabupaten Barru   Tahun 2021 – 2026 yang merupakan 

tahun pertama, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah 

sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan 

di Kabupaten Barru. Adapun arah kebijakan yang akan ditempuh pada 

aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek 

Belanja, serta aspek Pembiayaan.  Aspek  Pendapatan  terdiri  dari  

Pendapatan   Asli  Daerah,  Pendapatan Transfer, dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah 

terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga 

dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari 

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. 

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber 

pendapatan daerah  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah,  baik  Pajak  

Daerah,  Retribusi Daerah,  Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah 

Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) 

tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap  pendapatan  daerah  

terus meningkat sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.2 
Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020  

 

Tahun PAD 
Pendapatan 

Daerah 
Proporsi 

(%) 

2016 82.525913.591 962.696.223.948 8,57% 

2017 130.579.972.435 1.015.664.818.852 12,86% 

2018 104.627.706.924 963.311.132.484 10,86% 

2019 103.887.386.166 940.724.982.885 11,04% 

2020 113.328.226.000 983.189.885.495 11,53% 

 

 

Untuk tahun 2022 arah kebijakan pendapatan daerah juga tetap 

diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui 

pendapatan asli daerah, namun tetap memertimbangkan kondisi di 

tengah pandemi COVID-19, Target pendapatan Daerah tahun 2022 

diproyeksikan sebesar Rp. 957.284.303.545 dimana Kelompok PAD 

ditargetkan sebesar Rp. 108.862.667.688 atau sebesar 11,15% dari 

total pendapatan daerah yang diproyeksi sebesar                       

Rp 975.987.247.071. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak 

daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Barru dan 

pelaksanaannya mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  

2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.  

Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 

2022 yang memuat alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD). 

 

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah 

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 pasal 55 menyebutkan bahwa 

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, 

belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi 

merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja 

modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode 

akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran 

atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan 
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mendesak  yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer 

merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada 

pemerintah desa. Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami 

peningkatan alokasi, terutama belanja  yang  berkaitan  langsung  

dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  dalam rangka 

pencapaian prioritas pembangunan daerah yakni belanja barang dan 

jasa dan belanja modal. Adapun alokasi belanja barang dan jasa dan 

belanja modal pada tahun 2016 – 2020 sebagaimana Tabel 2.3 

berikut. 

Tabel 2.3 

Perkembangan Alokasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terhadap 

Alokasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 
 

 
Tahun 

Alokasi 

Belanja Barang & Jasa 

dan Belanja modal 

(Tambahkan BTT) 

Belanja 

Daerah 

Proporsi 

(%) 

2016 440.331.034.519 949.079.564.250 46,40% 

2017 544.766.564.013 1.006.659.430.303 54,12% 

2018 488.098.464.391 992.656.086.175 49,17% 

2019 474.776.133.632 992.414.128.555 47,84% 

2020 405.236.276.025 1.015.385.318.265 39,91% 
 

 

Untuk  tahun 2022 arah kebijakan belanja daerah diarahkan untuk 

masih mengatasi dampak pandemic covid 19 dan juga  agar kualitas 

belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas pada 

RPJMD Tahun 2021 – 2026 periode tahun pertama dengan 

berorientasi hasil dapat diakomodir. Pengelolaan  belanja  daerah 

diharapkan berbasis  kinerja,  sehingga  setiap  belanja  akan 

bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 

2022. 

Untuk kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel 

dialokasikan secara terukur dan terarah. Efisiensi belanja juga akan 

dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas. 

Selain itu prioritas belanja yang dananya berasal dari Transfer ke 

daerah dan dana desa (TKDD) juga ditingkatkan kualitasnya. Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk 

mendorong layanan publik. Dana transfer khusus (termasuk DAK 

fisik dan nonfisik) dialokasikan untuk membantu pelayanan dasar di 
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masyarakat. Sedangkan dana desa digunakan untuk melindungi 

masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa. 

 

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil 

daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang 

defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme 

pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi 

penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah 

maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah 

serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD 

atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.  

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan 

meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada 

akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil 

adalah sebagai berikut: 

1) Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar 

pokok utang. penyertaan modal (investasi) daerah pemberian 

peningkatan jaminan sosial; 

2) Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana 

cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian 

pinjaman; dan penerimaan piutang daerah 

3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi 

untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana 

pinjaman. 

Adapun kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 

2022 untuk sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 

2022 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 

(SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 

berikutnya; 

b. Pengembangan pembiayaan inovatif untuk mendukung 

countercyclical dalam rangka pemulihan ekonomi antara 
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lain memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan 

dengan pemerintah daerah lain dalam pembiayaan 

pembangunan; 

c. Pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharing antara 

Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 

d. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya 

pembiayaan oleh swasta dan masyarakat; 
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BAB III 

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

 

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan 

perekonomian  nasional,  artinya perekonomian  daerah  berpengaruh  

terhadap perekonomian regional dan nasional. Kondisi ekonomi makro yang 

stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas  dalam  rangka  peningkatan  

kesejahteraan  rakyat.  Kondisi  perekonomian daerah  yang  stabil  

diharapkan  tetap  terjaga pada  tahun  2022  melalui  sinergi  antara 

kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal 

daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. 

Gejolak  perekonomian  global  tahun  2021  dengan  adanya pandemi  

COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil 

perekonomian Kabupaten Barru, maka perhitungan perencanaan APBD 

Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut. 

 

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN 

Gejolak  ekonomi  global  dengan  adanya  pandemi  COVID-19  

secara  langsung mempengaruhi perekonomian secara nasional.  

Pandemi Covid 19 telah mengubah trajectory perekonomian nasional di 

tahun 2020. Pandemik berimplikasi pada kinerja perekonomian dan 

berpotensi menganggu stabilitas sektor keuangan. Respon kebijakan 

pemerintah terutama difokuskan pada penanganan aspek kesehatan, 

perlindungan social bagi kelompok miskin dan rentan dan dukungan 

untuk dunia usaha terutama UMKM melalui realokasi dan refocusing 

APBN. Kondisi yang terus memburuk membuat pemerintah melakukan 

langkah extraordinary melalui penerbitan PERPPU 1 Tahun 2020 untuk 

menghadapi dampak pandemi Covid 19. Dari sisi fiskal PERPPU 

tersebut memberikan keleluasaan pelebaran defisit APBN diatas 3 

persen hingga tahun 2022. Dengan landasan hukum untuk menangani 

situasi luar biasa akibat pandemik, APBN berhasil meminimalkan 
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dampak pandemi Covid19 melalui kebijakan countercyclical yang dapat 

menahan kontraksi ekonomi lebih dalam. 

Secara lebih spesifik melalui pelebaran defisit APBN hingga 6,1 

persen terhadap PDB, Pemerintah melaksanakan Program Penanganan 

Covid 19 dan Pemulian Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk menangani 

dampak pandemi. Pelebaran defisit APBN terutama melalui program PC 

PEN tersebut, bersama dengan kebijakan moneter dan otoritas terkait, 

mampu menahan perekonomian Indonesia tidak terkontraksi lebih 

dalam dan terus menunjukkan tren pemulihan hingga akhir tahun 

2020 dan pada triwulan II Tahun 2021. Setelah mengalami kontraksi 

sangat dalam sebesar -5,32 persen pada triwulan II tahun 2020, 

pertumbuhan ekonomi membaik dengan tumbuh -3,49 persen pada 

triwulan III tahun 2020, dan -2,19 pada triwulan IV tahun 2020. APBN 

sebaga instrument kebijakan fiscal kemudian melanjutkan perannya 

dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021, terbukti dengan pencapaian 

pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 berhasil berada 

pada angka 7,07 persen (YOY). 

Selanjutnya tema pembangunan nasional pada tahun 2022 

adalah ““Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”,   dengan   Fokus   

pada Industri, pariwisata, ketahanan pangan,  pembangunan 

UMKM, infrastruktur, transformasi digital, reformasi perlindungan 

social, reformasi pendidikan dan keterampilan, reformasi 

kesehatan. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan 

kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum 

pertumbuhan. Tema pembangunan tahun 2022 perlu adaptif dan 

responsif terhadap adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya 

pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem 

Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem 

Ketahanan Bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap 

agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang 

dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2022. 

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

17 tentang Pedoman Penysuanan RKPD Tahun 2022 dan dengan 

mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga 

tahun 2022, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam 
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penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 ini 

akan disajikan pada tabel berikut ini.  

Tabel 3.1 
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022 

No Indikator Ekonomi Makro Kisaran 
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,4 – 6,0% 

2 Inflasi (%) 3,0 ± 1,0% 

3 Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) 6,32 – 7,27% 

4 Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS Rp 13.900 – Rp 15.000 

5 Harga Minyak Mentah (US$ per Barel) 55 - 65 
6 Lifting Minyak Bumi (Barel per hari) 686 – 726  

7 Lifting Gas Bumi (Ribu Barel) 1.031 – 1.103  
          Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022, RI. 
 

 

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD 

Sejalan dengan tren ekonomi global dan nasional, ekonomi 

Kabupaten Barru juga diperkirakan mengalami scarring effect dari 

pandemic Covid 19. Dunia usaha cenderung menghentikan atau 

mengurangi aktivitas investasi di data prospek usaha penuh resiko dan 

ketidakpastian. Bahkan ketika krisis telah usai, dunia usaha cenderung 

wait and see sehingga proses pemulihan relatif lambat. Dalam hal 

pandemi Covid 19 di Kabupaten Barru dampak terhadap perlambatan 

pertumbuhan ekonomi terlihat nyata di mana PE mengalami perlambatan 

cukup dalam mencapai gap sebesar 6,54% persen di tahun 2020 jika 

dibandingkan dengan capaian di tahun 2019. Selanjutnya perbandingan 

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan 

dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Grafik 3.1 
Laju Pertumbuhan  Ekonomi Kab.Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Nasional Tahun 2016 – 2020 

 
  Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka  Tahun 2021 
 

Grafik diatas menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Barru bertumbuh lebih cepat dari Nasional dan Provinsi 

Sulawesi Selatan. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020, kondisi 
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perekonomian Kabupaten Barru, sebelum terjadinya Pandemi Covid 19, 

menunjukkan trend peningkatan dari angka 6,01 pada Tahun 2016 

meningkat menjadi 7,41 pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional capaian Pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Barru pada tahun 2019 telah melampaui capaian Nasional 

maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang 

cenderung positif dalam kurun waktu lima tahun ini dan telah mencapai 

target yang ditentukan memiliki faktor keberhasilan yakni Pertumbuhan 

konsumsi masyarakat, Investasi yang mulai tumbuh, dan intensifnya 

perbaikan serta pembangunan infrastruktur. Selain itu kondusifnya 

kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan juga 

memberikan atmosfer segar bagi perolehan PDRB Kabupaten Barru di 

tahun 2019 yang lebih baik.  

Pada Tahun 2020 karena adanya pandemi Covid 19 mempengaruhi 

semua sektor, yang kemudian berimbas dengan terjadinya kontraksi 

perekonomian. Capaian 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional dan 

Provinsi bertumbuh negatif diangka -2,07 untuk nasional, sementara 

Provinsi berada pada angka -0,70. Untuk Kabupaten Barru sendiri PE 

tahun 2020 berada diiangka 0,87. Angka PE Kabupaten Barru masih 

positif meskipun tumbuh melambat dipengaruhi oleh sektor pertanian, 

perikanan dan kehutanan yang menyumbang share terbesar tetap 

berproduksi dengan pencapaian yang maksimal. 

Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan Pandemi Covid 19, 

pemerintah telah telah melakukan beberapa langkah extraordinary untuk 

melindungi masyarakat dan perekonomian ditengah wabah Covid 19. 

Sejalan dengan kondisi perekonomian yang melambat pada tahun 2020, 

pemerintah pusat melakukan beberapa kebijakan diantaranya melakukan 

penghematan, refocusing kegiatan serta realokasi anggaran baik tingkat 

pusat dan daerah. Untuk itu dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 

2022, Skenario proyeksi pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru sebesar 

4,47%. 

Sementara itu, untuk laju Inflasi yang  merupakan informasi tentang 

dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi 

masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, 

Kabupaten Barru memakai Laju inflasi Wilayah Pare-pare dikarenakan 
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data laju inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak 

dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka  (BPS) hanya ada 5 (lima) 

Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi   yaitu 

Kabupaten   Bulukumba,   Kabupaten   Bone,   Kota   Makassar,   Kota 

Parepare, dan kota Palopo. Barru Dalam Angka  di Provinsi Sulawesi 

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 
Laju Inflasi Kabupaten/Kota  di Provinsi Sulawesi Selatan  Tahun 2016 - 2020 

No Kabupaten/ Kota 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Kab. Bulukumba 1,48 4,66 3,85 2,25 2,30 

2 Kab. Bone 1,5 5,54 4,69 1,64 1,89 

3 Kota Makassar 3,18 2,11 3,48 2,43 2,13 

4 Kota Pare-pare 2,11 3,43 1,96 2,45 1,61 

5 Kota Palopo 2,74 3,95 4,19 1,91 1,21 

                Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka  Tahun 2021 

  
Berdasarkan tabel diatas  inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 

dihampir seluruh kota di Sulawesi Selatan. Tertinggi terjadi di Kabupaten Bone 

dan Bulukumba. Namun pada tahun 2020 rata – rata inflasi berada pada 

kisaran 2,30 – 1,20.  

Dalam beberapa teori laju  inflasi yang  rendah dan  stabil akan  mampu 

mendorong  pertumbuhan  ekonomi. Kabupaten Barru dengan inflasi 1.58 – 2.45 

masih dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi antara 6.01 – 7.14 

pada rentang tahun 2016 - 2019. Dengan inflasi senilai tersebut masih dapat 

mendorong sektor rill untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan 

dengan baik. Namun pada tahun 2020 karena dampak Covid 19 terjadi 

penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 0,87 persen dan inflasi juga  turun di 

tahun 2020 menjadi 1,61 persen. Secara rinci hubungan antara inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut : 

Grafik 3.2 
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2016 - 2020 

 
Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Triwulan I Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil capaian lima tahun tersebut, kemudian 

diproyeksi Inflasi Tahun 2022 berada pada kisaran 3,0 - 1,0%. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

 

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG 

DIPROYEKSIKAN  UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua 

hak Daerah yang diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  

dalam  periode  tahun  anggaran  berkenaan. Dalam rangka 

memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum 

pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kapasitas fiskal  daerah. Upaya tersebut  dilakukan  

melalui  peningkatan  intensitas  dan  efektifitas program intensifikasi dan 

ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan 

kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk 

terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar 

peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 

2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki 

kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri 

atas: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Pendapatan Transfer; (iii) Lain-

lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir 

(2016 - 2020), diharapkan Pendapatan daerah dapat  lebih meningkat 

pada masa yang  akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan 

kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa 

arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut. 

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan 

memperhatikan kebijakan sebagai berikut: 
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1) Pajak daerah dan retribusi daerah  

a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.  

b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus 

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta 

memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan 

rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat 

inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan 

pajak daerah dan retribusi daerah.  

c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi 

daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan 

pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 

subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau 

retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.  

d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan 

Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang 

dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk 

mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta 

peningkatan moda dan sarana transportasi umum.  

e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, 

baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, 

dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk 

mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum oleh aparat yang berwenang.  

f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan 

yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian 
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provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh 

puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi 

penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah 

provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan 

kesehatan nasional.  

g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak 

Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan 

penerangan jalan.  

h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, 

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, 

biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan 

keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan 

Daerah.  

i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi 

Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai 

peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan 

angkutan umum.  

j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi 

Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh 

Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum 

menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, 

jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi 

Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan 

kode rekening berkenaan.  

k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi 

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber 

penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.  



27  
KEBIJAKAN  UMUM  APBD  KABUPATEN BARRU TAHUN  ANGGARAN  2022 

 

 

 

l. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa 

pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan 

Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional 

Indonesia.  

m. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa 

pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk 

mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan 

UMKM.  

n. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan 

dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang 

peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

belum ditetapkan.  

o. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang 

disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di 

luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

p. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:  

q. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum 

pada wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.  

r. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian 

objek dan sub rincian objek.  

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci 

menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.  

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial 

dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:  

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu 

berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan 

Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;  
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b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi 

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;  

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu 

sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;  

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam 

jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang 

bersangkutan; dan/atau  

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari 

investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam 

ketentuan peraturan perundang-udangan. 

3) Lain-lain PAD Yang Sah  

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak 

daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan 

sub rincian objek, yang terdiri atas:  

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;  

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;  

c. hasil kerja sama daerah;  

d. jasa giro;  

e. hasil pengelolaan dana bergulir;  

f. pendapatan bunga;  

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; 

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau 

pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau 

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, 

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari 

kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;  

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing;  

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

k. pendapatan denda pajak daerah;  

l. Pendapatan denda retribusi daerah;  

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;  

n. pendapatan dari pengembalian;  
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o. pendapatan dari BLUD; dan  

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah 

Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik 

daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun 

Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama 

penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan mengenai barang milik daerah.  
 

B. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer  

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, 

rincian objek dan sub rincian objek.  

Untuk Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari 

Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 

a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana 

Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak 

Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan 

Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri 

dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling 

tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak 

Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi 

DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui 

portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan 

kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, 

diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 

(tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata- rata 

pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 

Anggaran 2020, Tahun Anggaran 209 dan Tahun Anggaran 

2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan 
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mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan 

dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai 

alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal 

Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak 

dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. 

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) 

dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT 

menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. 

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-

CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 

belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT 

didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 

(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun 

Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT 

menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 

telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 

ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi 

DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam 

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2021. 

2. Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak 

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya 

Alam (DBH-SDA) terdiri dari: 
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a. DBH-Kehutanan; 

b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;  

c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi; 

d. DBH-Pertambangan Gas Bumi; 

e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan 

f. DBH-Perikanan; 

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi 

mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan 

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang 

dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan 

DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata- rata 

pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 

Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 

2018.  

b. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan 

dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi 

resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui 

portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah 

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 

ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi 

DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022.  

c. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 

2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya 

atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan 

lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam 
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LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2022.  

d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 

2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan 

Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan.  

e. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan 

DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi 

rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 

(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun 

Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.  

f. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 

Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi 

mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan 

dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus 

menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan 

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi 
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Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022.  

3. Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi 

resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal 

Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi 

resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal 

Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran 

pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 

2021.  

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi 

mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal 

Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah 

Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 

atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.  

4. Dana Alokasi Khusus 

a. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada 

Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan 

khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, 

diuraikan: 

(a) DAK Fisik; dan  

(b) DAK Non Fisik. 
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Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan 

sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi 

Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. 

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati 

Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau 

informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun 

Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum 

dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung 

dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2022.  

b. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui 

portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer 

Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam 

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2022.  

5. Dana Insentif Daerah 

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu 

dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan 

dan/atau pencapaian kinerja tertentu. 

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan 

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara 

pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau 
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informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau 

informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan 

dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah 

dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan 

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah 

Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 

2022.  

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber 

dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman 

pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan 

Dana Insentif Daerah.  

6. Dana Desa 

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa 

yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi 

resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. 

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai 

alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal 
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Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana 

Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021.  

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian 

Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus 

menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam 

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2022.  

 

Sedangkan kebijakan perencanaan  Pendapatan  Transfer yang  

bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Pendapatan bagi hasil  

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah 

lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan.  

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak 

Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran 

belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi 

Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD 

kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan 

APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya 

didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 

Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak 

Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat bagian 

pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh 

pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 
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2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2022.  

2. Pendapatan bantuan keuangan 

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima 

dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama 

daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau 

tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah 

kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut 

dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan 

dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:  

a. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 

b. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 

c. bantuan keuangan umum dari daerah kab/kota;dan 

d. bantuan keuangan khusus dari daerah kab/kota 

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan 

dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah 

Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2022. 

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, 

Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat 

khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan 

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah 
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Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2022.  

 

C. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah 

selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain 

pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek 

dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:  

1. Pendapatan hibah  

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari 

pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan 

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk 

menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk 

sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak 

berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai 

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada 

penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi 

tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan 

hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen 

pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.  

2. Dana darurat 

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana 

untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh 

bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah 

dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada 

tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum 

untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah 

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 

Dana Darurat Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 

2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan 

dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan 

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah 

Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2022.  

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lain meliputi: Pendapatan 

Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang 

diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 

dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Pada Pemerintah Daerah.   

 

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.  

Pendapatan    Daerah    Kabupaten Barru Tahun  2022  diproyeksikan    

sebesar Rp895.019.636.566 turun sebesar Rp60.333.672.200 atau 

sebesar 6,74% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 

2021  pada APBD  Murni  sebesar Rp955.353.308.766. Adapun 

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2022 disajikan pada 

Tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1 

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 

 
Kode. 

 
Uraian 

Pagu 2021 (Rp.) 
Target 2022 

(Rp.) 

Penurunan/ 
Penambahan 

(Rp.) 

4. PENDAPATAN DAERAH    

4.1. Pendapatan Asli Daerah 90.753.411.803,00 79.368.076.620,00 (11.385.335.183,00)

4.1.01. Pajak daerah 18.670.000.000,00 22.870.000.000,00 4.200.000.000,00

4.1.02. Retribusi daerah 8.451.218.360,00 7.666.681.177,00 (784.537.183,00)

4.1.03. 
Hasil pengelolaan 
keuangan daerah yang 
dipisahkan 

8.942.135.943,00 8.942.135.943,00 0,00

4.1.04. Lain-lain PAD yang sah 54.690.057.500,00 39.889.259.500,00 (14.800.798.000,00)

4.2. Pendapatan Transfer 825.891.840.090,00 773.275.006.975,00 (52.616.833.115,00)

4.2.01 
Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat 

778.427.041.296,00 722.158.670.000,00 (56.268.371.296,00)

4.2.02. Transfer Antar Daerah 47.464.798.794,00 51.116.336.975,00 3.651.538.181,00

 
4.3. 

Lain-Lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

38.708.056.873,00 42.376.552.971,00 3.668.496.098,00

4.3.01 Pendapatan Hibah 22.832.100.000,00 25.731.800.000,00 2.899.700.000,00

4.3.02 
Pendapatan Dana Kapitasi 
JKN 

15.875.956.873,00 16.644.752.971,00 768.796.098,00

   

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 955.353.308.766,00 895.019.636.566,00 (60.333.672.200,00)
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BAB V 

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

 

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target 

capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan  

kewenangan  masing-masing  tingkatan  pemerintah  daerah, mendanai 

pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  Daerah  yang  menjadi  kewenangan  

daerah,  dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk 

pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah 

daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik  dalam  

konteks  daerah,  satuan  kerja  perangkat  daerah,  maupun  program  

dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 

perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan  secara  

langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Perangkat 

Daerah. 

Kebijakan  Belanja    daerah    harus    mendukung    target    

capaian    prioritas pembangunan   nasional   Tahun   2022   sesuai   

dengan   kewenangan masing-masing tingkatan  Pemerintah  Daerah,  

mendanai pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  Daerah yang  menjadi 

kewenangan  daerah,  dan  kemampuan  pendapatan  daerah  serta 

dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan  aman 

COVID-19   di   berbagai aspek  kehidupan,  baik  aspek  pemerintahan, 

kesehatan, sosial dan ekonomi.  Belanja daerah   selain   untuk   

mendanai   pelaksanaan   urusan pemerintahan   yang   menjadi 

kewenangan  daerah,  juga  digunakan untuk mendanai pelaksanaan 

unsur pendukung, unsur penunjang, unsur  pengawas,  unsur  

kewilayahan,  unsur  pemerintahan  umum dan unsur kekhususan. 

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan   pada  kegiatan  yang 

berorientasi   produktif   dan memiliki   manfaat   untuk   meningkatkan   

kualitas   sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan 
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ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan   belanja   

untuk   mendanai   urusan   Pemerintahan Daerah   yang besarannya        

telah        ditetapkan        sesuai        dengan        ketentuan    peraturan 

perundang-undangan,  antara  lain  alokasi  belanja  untuk fungsi  

pendidikan,  kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia. 

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi 

belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak 

Terduga dan Belanja Transfer.  

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja 

operasi dirinci atas jenis:  

1) Belanja Pegawai  

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang 

diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan 

anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang 

representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, 

belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala 

Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam 

peraturan perundang- undangan, dan honorarium. Penganggaran 

belanja pegawai tersebut bagi:  

a. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja 

SKPD Sekretariat Daerah;  

b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD 

Sekretariat DPRD; dan  

c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. 

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut:  
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a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta 

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan 

ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.  

b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan 

Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.  

c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji 

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi 

pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja 

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.  

d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala 

Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta 

ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan 

kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta 

pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD 

disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud 

didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, 

kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau 

pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan 

kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam 

hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala 

Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai 

ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.  
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Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan 

kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, 

efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.  

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan 

pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai 

dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan 

dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri 

Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana 

Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru 

PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun 

Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu 

kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektif lainnya.  

g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi 

Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai 

salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan 

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.  

h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, 

kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran 

program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja 

kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium 

tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola 

keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium 

perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 

2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.  
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i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang 

hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja 

honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja 

honorarium ASN.  

 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, 

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan 

program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran 

prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta 

diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.  

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai 

habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan 

kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ 

gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa 

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian 

dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari 

tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan 

pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan 

(availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya 

yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada 

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa 

yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja 

beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 

bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan 

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.  

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan 

kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta 
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memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 

2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan 

efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub 

kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan 

dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi 

tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa 

keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan 

kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan. 

3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  

4. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan 

perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

5. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), 

Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan 

Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya 

jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta 

penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada 

SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan 

kesehatan.  

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan 

Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan 

pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan 

bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan 

pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III 

yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani 

ketentuan peraturan perundang- undangan. Sehubungan dengan 

hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola 

sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya 

dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, 



47  
KEBIJAKAN  UMUM  APBD  KABUPATEN BARRU TAHUN  ANGGARAN  2022 

 

 

 

termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya 

dengan skema ganda. Adapun kategori skema ganda yang 

dimaksud, yaitu:  

a. Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan 

masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada 

fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya 

sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat 

pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan 

Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.  

b. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah 

Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada 

masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif 

atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.  

Sedangkan Kategori bukan skema ganda, yaitu: 

a. Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai 

peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.  

b. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan 

kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.  

c. Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai 

peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak 

ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya. 

d. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan 

gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial 

yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat 

didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. 

e. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang 

jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh 

program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:  

(1) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari 

rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;  

(2) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas 

kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam 

Jaminan Kesehatan Nasional;  
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(3) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar 

kota; 

(4) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam 

manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Daerah.  

6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan 

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS 

Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical 

check up, kepada:  

a. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan 

dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan 

pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan 

dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara 

fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap 

memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah 

Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat 

terdekat.  

7. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis 

atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 

a. pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;  

b. pimpinan dan anggota DPRD; serta 

c. unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya 

pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan 

peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan 

efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran 

dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas 

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, 
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kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat 

yang akan diperoleh. 

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, 

workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat 

diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang 

bersangkutan.Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka 

memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol 

pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan 

normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek 

kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan 

ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar 

atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis 

teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, 

workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat 

dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan 

pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan 

prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, 

workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut 

dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan 

protokol pencegahan penularan COVID-19.  

8. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa 

pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan 

barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

9. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa 

tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

10. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
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Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan 

kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri 

maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, 

frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta 

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud 

sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. 

Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek 

pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, 

khususnya untuk hal- hal sebagai berikut:  

a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 

Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk 

gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil 

wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang 

diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat 

pejabat pimpinan tinggi madya.  

b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  

c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam 

hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas 

hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang 

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga 

puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai 

dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan 

secara lumpsum.  

d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. 

e. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR 

test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa 

pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan 

dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi 

anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang 
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mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas 

dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.  

13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual 

kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan 

program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah 

berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam 

RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis 

belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan 

diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun 

anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga 

beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang 

terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap 

diserahkan. 

14. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat 

dianggarkan dalam rangka:  

a. hadiah yang bersifat perlombaan;  

b. penghargaan atas suatu prestasi;  

c. beasiswa kepada masyarakat;  

d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan 

tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan 

pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis 

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/atau  

e. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

3) Belanja Bunga 

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan 

pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang 

berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga 

utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah 

yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan 
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pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD selaku 

SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian 

objek.Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga 

tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut 

objek, rincian objek, dan sub rincian objek.  

 

4) Belanja Subsidi 

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD 

Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang 

dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan 

usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar 

masyarakat.  

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau 

badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan 

dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan 

audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor 

akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk 

penganggaran pemberian subsidi. 

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara 

formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala 

Daerah.  

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam 

APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan dirinci menurut 

objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian 

subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi 

kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala 

Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air 

Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD 

penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif 

yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan 

tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost 

recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk 

menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan 

dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial  

a)  Belanja hibah  

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan 

dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib 

dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah 

diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, 

badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, 

serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.  

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya 

fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat 

untuk masyarakat.  

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:  

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;  

(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;  

(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: (a) 

kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan 

mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/atau (b) ditentukan lain oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
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(4) memberikan nilai manfaatsbagi Pemerintah Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan; dan  

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.  

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan 

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 

provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja 

bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b)  Belanja Bantuan Sosial 

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk 

menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan 

tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat 

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah 

lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan 

bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub 

kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari 

calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan 

sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan 

Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari 

calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun 

Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang 

mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana 

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk 

barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan 

atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, 

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan 

bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial 

dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian 

objek, dan sub rincian objek.  

 

Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:  

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan  

3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.  

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala 

Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut 

adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja 

yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap 

digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:  

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal 

pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan 

peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.  
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2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:  

a) belanja modal tanah;  

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

b) belanja modal peralatan dan mesin; 

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk 

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan 

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.  

c) belanja modal bangunan dan gedung; 

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung 

dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai.  

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk 

menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, 

jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai.  

e) Belanja modal aset tetap lainnya; 

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan 

aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan 

huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

f) Belanja modal aset tidak berwujud; 

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk 

menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset 

tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya.  
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3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya 

rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi 

aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan 

manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja 

dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran 

pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan 

keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, 

transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan 

mengutamakan produk dalam negeri.  

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah 

didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan 

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun 

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi 

SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu 

dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk 

kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka 

dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan 

kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar 

barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan 

standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga 

harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk 

satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, 

standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya 

pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana 

kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga memperhatikan hal-

hal sebagai berikut. 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya 

serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 

dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan 

adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah 

lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat 

peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi 

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang 

bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.  

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:  

1. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa;  

2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  

3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik.  

Adapun Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:  

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;  

2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;  

3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau  

4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat.  

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. 

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:  
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1. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik 

sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan;  

2. keperluan mendesak; dan/atau  

3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya; dan  

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD 

dan/atau Perubahan DPA-SKPD.  

 

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:  

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub 

kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan; dan/atau  

2. memanfaatkan kas yang tersedia.  

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan 

tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan 

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 

atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, 

belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan 

dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.  

 

Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah 

kepada pemerintah desa.  

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi 

daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah 
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desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang 

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam 

rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan 

bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud 

dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak 

daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi 

penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah 

kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada 

pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021. Belanja bagi hasil pajak 

daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 

dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada 

SKPD selaku SKPKD.  

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi 

belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka 

kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, 

dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu 

dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima 

bantuan keuangan. 

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. 

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa 

penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal 

dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks 

kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan 

indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang 

bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja 

program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai 
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dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima 

bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat 

mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran 

pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.  

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk 

desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan 

kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 

2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi 

Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan 

keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) 

dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD 

Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang- undangan.  

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% 

(seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD 

yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai 

tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan 

lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan 

dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian 

objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.  

 

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA 

TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi 

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja 

Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2022 jika 

dibandingkan dengan APBD pokok Tahun 2022 sebagaimana Tabel 5.1 

berikut. 
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Tabel 5.1  

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

Kode Uraian Pagu 2021 (Rp.) Target 2022 (Rp.) 

Penurunan/ 
Penambahan 

(Rp.) 

5 BELANJA DAERAH 
   

5.1 Belanja Operasi 744.872.067.846,00 689.979.361.499,00 (54.892.706.347,00) 

5.1.01 Belanja Pegawai 438.205.082.654,00 432.774.164.027,00 (5.430.918.627,00) 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.522.061.005,00 249.158.313.832,00 (25.363.747.173,00) 

5.1.03 Belanja Bunga 3.191.298.036,00 3.191.298.036,00 0,00 

5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 

5.1.05 Belanja Hibah 27.153.626.151,00 4.605.585.604,00 (22.548.040.547,00) 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.800.000.000,00 0,00 (1.800.000.000,00) 

5.2 Belanja Modal 102.545.144.794,00 92.426.531.540,00 (10.118.613.254,00) 

5.3 Belanja Tidak Terduga 4.792.958.862,00 23.984.004.092,00 19.191.045.230,00 

5.4 Belanja Transfer 107.273.106.000,00 95.954.075.874,00 (11.319.030.126,00) 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil    

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 107.273.106.000,00 95.954.075.874,00 (11.319.030.126,00) 

     

JUMLAH BELANJA DAERAH 959.483.277.502,00 902.343.973.005,00 (57.139.304.497,00) 
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BAB VI 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan 

daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut 

urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek 

pembiayaan daerah pada Perangkat Daerah selaku SKPKD.  

Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Barru dapat diketahui bahwa 

penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu 

mengalami kenaikan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada 

komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional 

perusahaan daerah. Adapun Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2022 

sebagaimana Tabel 6.1 berikut : 

 

Tabel 6.1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 

 
Kode 

 
Uraian 

 
Pagu 2021 (Rp.) 

 
Target 2022 

(Rp.) 

Penurunan
/ 

Penambahan 
(Rp.) 

6 PEMBIAYAAN DAERAH  

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

 
6.1.1 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SiLPA) Tahun Anggaran 
sebelumnya 

10.183.000.000,40 13.377.367.703,00 (3.194.367.702,60) 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN  

6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 

6.2.3 
Pembayaran Cicilan Pokok Utang 
yang jatuh tempo 

3.053.031.264,40 3.053.031.264,00 0,00 

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 4.129.968.736,00 7.324.336.439,00 (3.194.367.702,60) 
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6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari 

penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:  

1. SiLPA 

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

(SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan 

rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran 

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan 

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat 

didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 

SiLPA tersebut bersumber dari:  

a. pelampauan penerimaan PAD;  

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;  

c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;  

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;  

e. penghematan belanja;  

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan; dan/atau  

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa 

dana pengeluaran pembiayaan.  

2. Pencairan Dana Cadangan  

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan 

pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening 

Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana 

cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan 

bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun 

anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum 

digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud 

dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap 

dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang 

dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam 
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SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas 

hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti 

penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota 

kredit, dan dokumen sejenislainnya. 

4. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan 

penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN  

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk 

pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD.Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat 

digunakan untuk: 

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo  

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada 

jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman 

dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh 

kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun 

anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.  

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan 

pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang 

menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD 

setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam 

hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk 

pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan 

pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, 
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untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA 

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022.  

2) Penyertaan Modal Daerah  

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada 

BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah 

dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam 

Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum 

persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD. 

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Dalam hal akan 

melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih 

dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah 

yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang 

disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui 

oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan 

penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun 

analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum 

melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal 

daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan 

profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana 

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian 

daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna 

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang 

telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan 

modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan 

Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal 
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tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah 

ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. 

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan 

modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan 

Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat 

menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan 

penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat 

lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk 

BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal 

inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk 

memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. Pemerintah Daerah yang 

merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan 

modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan 

saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. 

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu 

persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 

(lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

c. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah 

dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen 

dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD 

dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran 

pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian 

objek dan sub rincian objek.  Dalam penyaluran dana bergulir, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD 

Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non 

Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.  
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d. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable 

Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan 

air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% 

(delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% 

(enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat 

struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan 

menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara 

lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan 

modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, 

perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, 

serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan 

pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan 

kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk 

mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah 

sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah 

Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada 

PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi 

PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM 

sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan 

untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.  

3) Pembentukan Dana Cadangan 

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang 

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat 

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan 

untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan 

atas penerimaan daerah, kecuali dari: 

a. DAK;  

b. pinjaman daerah; dan  
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c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,  

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam 

rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. 

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut 

paling sedikit memuat:  

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;  

b. program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana 

cadangan;  

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;  

d. sumber dana cadangan; dan  

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.  

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana 

cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah 

bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
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BAB VII 

STRATEGI PENCAPAIAN 

 

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan 

pemerintah daerah Kabupaten Barru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Barru. Prioritas  dan 

sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan 

prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran 

pembangunan Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan 

keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu 

dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh 

sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam 

mencapai target yang telah ditetapkan.  

Adapun  langkah-langkah  dan  strategi  yang  dilakukan  dalam  upaya  

mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut : 

1. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan 

umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan 

memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi; 

2. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai    

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

3. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah; 

4. Mengembangkan kinerja  pendapatan daerah melalui penyempurnaan   

sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah; 

5. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan  

organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang 

profesional dan berakhlak, serta pengembangan sarana dan fasilitas 

pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan 

pelayanan masyarakat. 

 

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan 

transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan : 

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas 

pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam 



71  
KEBIJAKAN  UMUM  APBD  KABUPATEN BARRU TAHUN  ANGGARAN  2022 

 

 

 

rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai 

kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan 

yang berasal dari pendapatan transfer; 

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam 

penggunaannya sesuai  ketentuan  atau  perundang-undangan  yang  

menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi 

dan Bantuan Keuangan Provinsi; 

3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung 

atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh 

Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, 

menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 

2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan; 

4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses 

verifikasi dan  penilaian  atas  beberapa kriteria daerah  oleh  Pemerintah  

Provinsi,  sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun Anggaran 2022; 

5. Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah,  memiliki  porsi  alokasi  

sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan 

kegiatan, belanja daerah  disusun  melalui  pendekatan  anggaran  kinerja  

yang  berorientasi  pada pencapaian   hasil (outcome) dari   input   yang   

direncanakan.   Kebijakan   ini   bertujuan   untuk meningkatkan akuntabilitas 

perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur 

penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, 

maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan 

sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang RPJMD Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut : 

1. Kebijakan  belanja  daerah  mengacu  dengan  RPJMD  Tahun  2021 - 

2026  dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja 

(performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama 

pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan 

efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja 

dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas 

pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, 

perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat; 

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan Kabupaten Barru yang terdiri dari urusan wajib pelayanan 

dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta 

penunjang urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam 

ketentuan perundang-undangan; 

4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk 

memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji 

ASN, belanja bagi hasil, dan belanja operasional kantor dengan prinsip 

mengedepankan efisiensi dan efektifitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




